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      BAB III 
             PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
        Sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana 
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pada  analisa data, 
wawancara, dan pembahasan. Dapat disimpulka bahwa, ahli waris yang belum 
dewasa telah memperoleh perlindungan hukum terkait harta warisannya. 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-
undangan menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian 
oleh orang tua yang hidup terlama selama kekuasaan orang tuanya tidak 
dicabut, apabila kekuasaan dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru 
melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan 
anak dikarenakan selama perwalian berlangsung wali didampingi oleh wali 
pengawas dari Balai Harta Peninggalan  
 
B. Saran 
       Saran terkait kesimpulan dari penulisan hukum tentang Perlindungan 
Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu: 
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1. Bagi Pemerintah untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih jelas agar bisa melindungi hak-hak ahli waris yang belum 
dewasa. 
2. Bagi Pemerintah untuk memperluas ruang lingkup wilayah kerja Balai 
Harta Peninggalan di setiap provinsi di Indonesia agar dapat difungsikan 
lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3. Bagi Balai Harta Peninggalan untuk dapat meningkatkan kinerjanya 
sebagai wali pengawas dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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